
PERATURAN BANK INDONESIA 

NOMOR : 7/33/PBI/2005 

TENTANG 

PENCABUTAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA 

NOMOR 5/17/PBI/2003 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA 

PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN 

PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT   

 
GUBERNUR  BANK INDONESIA, 

 
Menimbang  : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan,  

fungsi penjaminan Bank Perkreditan Rakyat akan dilakukan 

oleh Lembaga Penjamin Simpanan sejak undang-undang 

dimaksud berlaku efektif pada tanggal 22 September 2005; 

 

 b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 

2005 Tentang Pengakhiran Jaminan Pemerintah Terhadap 

Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, Jaminan 

Pemerintah terhadap kewajiban Bank Perkreditan Rakyat 

berdasarkan Keppres No. 193 Tahun 1998 berakhir terhitung 

sejak Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Lembaga Penjamin Simpanan berlaku efektif; 

c.  bahwa … 
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 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk melakukan 

pencabutan atas ketentuan  mengenai persyaratan dan tata 

cara pelaksanaan jaminan Pemerintah terhadap kewajiban 

pembayaran Bank Perkreditan Rakyat dalam Peraturan Bank 

Indonesia; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3790);  

 
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);  

 

 

Undang-Undang ... 
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 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga 

Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4420); 

 

 4. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2005 tentang 

Pengakhiran Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban 

Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. 

 

 
M E M U T U S K A N : 

 
Menetapkan : PENCABUTAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA 

NOMOR 5/17/PBI/2003 TENTANG PERSYARATAN DAN 

TATA CARA PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH 

TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK 

PERKREDITAN RAKYAT. 

 

Pasal 1 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/17/PBI/2003 tentang Persyaratan dan Tata 

Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank 

Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Negara Tahun 2003 Nomor 101, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4319) beserta peraturan 

pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 2 … 
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Pasal 2 

Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal  22 September 2005 

 
 a.n. GUBERNUR BANK INDONESIA 

 
 
 
 

MIRANDA S. GOELTOM 
DEPUTI GUBERNUR SENIOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 87 

DPBPR/DPbS 


